PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
LEMBAGA SENSOR FILM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, perlu

membentuk Lembaga Sensor Film,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam butir a,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga
Sensor Film;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3474);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan
reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film
dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada
umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar

atau suara tertentu.

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media
komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas
sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video,
piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya
dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi,
proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara,
yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem
proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Reklame film adalah sarana publikasi dan promoso film, baik yang
berbentuk trailer,, film iklan, iklan, poster, still photo, klise, banner,
pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi

dan promosi lainnya.

Tanda Lulus Sensor adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda
yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film,
yang dinyatakan telah lulus semsor.

5. Tanda...
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5. Tanda Tidak Lulus Sensor adalah surat yang dikeluarkan oleh
Lembaga sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan,
dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi

reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

perfilman.

BAB I
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Nama, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

Untuk melakukan penyensoran film dan reklame ffilm, Pemerintah

membentuk Lembaga Sensor Film, disingkat L SF.

Pasal 3

LSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan |embaga
nonstruktural yang berkedudukan di 1bukota Negara Republik Indonesia.

Bagian...
Bagian Kedua
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Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

(1) LSF mempunyai fungs sebagai berikut :

(2)

3)

D)

a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang

timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film
dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan

perfilman Indonesia;

. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang

perfilman di Indonesia;

. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film

yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan
menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran
berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan
pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di

Indonesia

Fungss LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan
sadlah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di

Indonesia

Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman

dan kriteria penyensoran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2), L SF mempunyai tugas:

a melakukan...
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a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang
akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan
kepada umum;

b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari
suatu film dan reklame film yangakan diedarkan, diekspor,
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

c. menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks
terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan

diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
L SF bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

L SF mempunyai wewenang :

a

meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk
diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada

umum;

memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks
terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan,

diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;

memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta
film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame

film, yang dinyatakan telah lulus sensor;

e. membatalkan...



